WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 78 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Memmbang : a. bahwa untuk memenuhi Surat Kementerian Dalam
Negeri Nomor 800/8775/OTDA, tanggal 30 Desember
2021 tentang Persetujuan Penyetaraan Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota d
Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota
Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);



6.

Cndang Undong Homor S5 Tahian 2004 tentang Apariatur
Sipit Neganra (Lembavan NHegarn Pepublile Indonesin
Fahwin 2000 Nomor 6, Tambaban Lembaran Negara
Fepublil Indonesin Homor 5494,

Uindong Undany Nomor 25 Tahan 2004 tentang
Pemenmntahan  Daerah (Lembaran Negara Pepublik
Indonesin Nomor 200 Tahan 2004, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomar 5587, sebagannana
telah diabah beberapa kah terakhir dengan Undang
undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemenntah Pusat dan Pemerintab
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Pepublik
Indonesia Nomor 6757,

Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 144);



Menetapkan:

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Pagar Alam (Lembar Daerah Kota Pagar Alam Tahun
2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kal
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam
Tahun 2021 Nomor 3);

8. Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun

2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 78 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PAGAR ALAM.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pagar Alam
Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar
Alam Tahun 2021 Nomor 78), diubah sebagai berikut:



1 Ketentuan BAB I SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 diubah,
schingga BAB I SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 berbunyi

sebagat benkut

BAB 111

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri

darn:

ai

b

g
g

h.

Kepala Badan;

Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Program dan Anggaran:

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter

Bangsa;

. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :

1. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan
Demokrasi; dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

dan Organisasi Kemasyarakatan;

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan

Konflik;

Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik adalah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Wali Kota ini.



Diantara Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 {satuj

pasal, vakni Pasal 87 sehingga berbunyi sebagar henkut

Pasal 8A

(1) Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyal tugas

membantu Sekretanat dalam melakukan urusan

program dan anggaran.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada avat (1), Sub Bagian Program dan Anggaran

mempunyai fungsi :

a.

b.

h.

pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan
anggaran;
penviapan bahan penyvusunan program dan
anggaran;

penyiapan laporan kinerja;

. penviapan dan pelaksanaan evaluasi, pelaporan

pelaksanaan dan program;

penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan:
pelaksanaan penatausahaan. verifikasi angggaran.
akuntansi dan pembukuan keuangan:

pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran:
penyiapan penvusunan dan pengoordinasian
pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan
bagi pegawai:

penviapan bahan tanggapan pemeriksaan;
penviapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan: dan

pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh

Sekretaris yang berkaitan dengan tugasnva.



3

Diantara Ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1
{satu} pasal, vakm Pasal 15\ sehingga berbunyi sebagai

bherkut

Pasal 15A

(1} Sub Bidang Pendidikan Polhitik dan Peningkatan
Demokrast mempunvai tugas membantu Kepala Bidang
Pohtik Dalam Negen dibidang pendidikan polhitik dan
peningkatan demokras:

(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada avat (1). Sub Bidang Pendidikan Politik dan
Pemingkatan Demokrasi mempunyai fungsi :

a. penviapan penvusunan program kerja di bidang
pendidikan politik, peningkatan demokrasi:

b. penviapan bahan perumusan kebijakan di bidang
pendidikan politik, dan peningkatan demokrast

¢. penviapan pelaksanaan kebijakan di bidang
pendidikan politik, dan peningkatan demokrasi;

e penviapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan di bidang pendidikan politik, dan
peningkatan demokrasi: dan

f. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Kepala

Bidang yang berkaitan dengan tugasnva.



Pasal Il
Peraturan  Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memenntahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penetapannya

dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 21 Margt 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MAKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 2| MatiA 7202%%

SEI\'RE'FM* DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSULYBAHRI

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023 NOMOR (L



|

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIA
ROTA PAGAR ALAM
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SERRETARIS

1

—

T |

KEPALA SUIE BAGIAN
PROGRAM DAN
ANGOARAN

KEPALA SUR BAGIAN
UNUN AN
KREPEGAWAIAN

KRILOMPORK JABATAN
PELARSANA DAN
JANATAN FUNGSIONAL

KREPALA BIDANG

I

[

IDEOLOGL WAWASAN
KEBANGSAAN DAN
RARAKRTER BANGSA

KEPALA BIDANG
POLITIK DALAM NEGERI

]

KREPALA BIDANG

BUDAYA, AGAMA DAN

T

ORGANISAS]

KRFLOMPOR JABATAN
PELARSANA DAN JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA SUB BIDANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENINGKATAN DEMOKRAS]

KREMASYARAKATAN

KRETAHANAN ERONOMI, SOSIAL

KEPALA BIDANG
KEWASPADAAN NASIONAT
DAN PENANGANAN KRONEFL TR

l

I

KELOMPOK JABATAN

KELOMPOK JABATAN
PELAKRSANA DAN JABATAN
FUNGSIONAL

PELAKRSANA DAN JABATAN
FUNGSIONAL

KELONPORK JABATAN
PELAKSANA DAN JARBATAN
FUNGSIONAL

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALFIAN MASKONI

.





